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Pembangunan adalah suatu perjuangan, yaitu perjuangan untuk meningkatkan
harkat martabat dan taraf hidup manusia. Bagi Indonesia, UUD 1945 telah
mengamanatkan agar perjuangan itu mampu mengantarkan dan menegakkan
masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil, dan makmur. Amanat
perjuangan tiu secara jelas dijabarkan sebagai tujuan pembangunan nasional dalam
GBHN.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil
dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam
wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan
berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, dan
dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib,
dan damai”. Untuk melaksanakan amanat perjuangan tersebut bangsa Indonesia
dengan bimbingan dan tutunan pemerintah telah berusaha dengan sungguh-sungguh
melakukan pembangunan yang menyeluruh dan terpadu. Menyeluruh karena
pembangunan mencakup banyak bidang dan tersebar di seluruh wilayah tanah air,
serta terpadu karena pembangunan harus mampu sekaligus mencapai masyarakat
yang makmur, adil dan merata, walaupun pelaksanaannya harus dilakukan secara
bertahap tetapi berkesinambungan. Dengan demikian seperti dinyatakan dalam
GBHN: “... hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia
seutuhnya dan Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia ...”.

Sampai pada saat ini tiga tahap pembangunan sebagaimana tercermin dalam
tiga PELITA telah dilalui. Banyak hasil telah dicapai, namun masih banyak pula
masalah-masalah yang harus dipecahkan dan tantangan yang harus dihadapi.
Pendapatan riil per kapita yang menggambarkan tingkat kemakmuran sudah
menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Kalau zamaan Orde
Lama pendapatan riil per kapita penduduk Indonesia mandeg atau bahkan menurun,
maka sejak 1982 tingkat pendapatn riil per kapita sudah menjadi demikian mantap.
sehingga Indonesia tidak lagi dimasukkan sebagai negara yang miskin di dunia ini.
Demikian juga usaha melengkapi kenaikan tingkat kemakmuran kuantitatif itu dengan
peningkatan kualitas hidup telah menunjukkan hasil yang nyata. Tingkat pendidikan,
pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, penyediaan tempat ibadah, pengembangan
kesenian, dan sebagainya telah menyebabkan kualitas hidup manusia Indonesia
semakin bertambah baik. Walaupun demikian berlangsungnya resesi dunia yang
berkepanjangan menyusutnya ekspor minyak yang menjadi tumpuan bagi penyediaan
dana pembangunan serta melemahnya kegiatan ekonomi, terutama yang menyangkut
ekspor, merupakan hambatan besar bagi usaha pencapaian tujuan tersebut. Sementara
itu usaha memerangi kemiskinan dan pelaksanaan delapan jalur pemerataan masih
tersendat-sendat. Keberhasilan usaha ita memang memerlukan partisipasi seluruh
rakyat dan waktu yang panjang. Tetapi menyadari bahwa pembangunan tanpa



pemerataan hanya akan menimbulkan akibat-akibat sosial dan politik yang tidak
menguntungkan, maka sejak REPELITA III Pemerintah tetap bertekad unutk
melaksanakan pembangunan dengan sasaran utama pada Trilogi Pembangunan
namun dengan menonjolkan aspek pemerataannya. Trilogi Pembangunan adalah
pedoman pelaksanaan pembangunan yang meliputi unsur-unsur :

1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

3) stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Trilogi Pembangunan yang terdiri dari tiga unsur tersebut harus dilaksanakan
sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terpadu dan serasi, namun
penonjolan salah satu unsur dapat saja dilakukan mengingat situasi dan kondisi
yang dihadapai pada REPELITA I yang dimulai pada tahun 1969 penonjolan
diletakkan pada unsur stabilitas karena masyarakat masih dihadapkan pada situasi
dan kondisi yang timbul sebagai akibat pemberontakan G30S/PKI dan perasi-operasi
pembersihan berikutnya. Berbagai hambatan yang berupa pola pikir, pola kerja dan
tata nilai memerlukan pembenahan agar dapat disesuaikan dengan pola pikir, pola
kerja dan tata nilai yang sesuai bagi pembangunan. Tetapi semua itu hanya dapat
dilakukan apabila kondisi stabilitas dapat dijamin. Sesudah pembangunan berencana
dilaksanakan selama 5 tahun yang pertama, situasi dan kondisi masyarakat sudah
menjadi lebih stabil, sedang landasan ekonomipun sudah mulai bertambah mantap.
Karena itu REPELITA II meletakkan penonjolan pembangunan pada unsur
pertumbuhan ekonomi untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas
kegiatan ekonomis, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok untuk kepentingan
rakyat banyak. Dengan meningkatnya pendapatan nasional diharapkan kebutuhan
hidup rakyat dapat dipenuhi, kesempatan kerja dapat diperluas guna menampung
tambahan angkatan kerja yang tumbuh bersamaan dengan meningkatnya jumlah
meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan
taraf hidupnya. Harapan meningkatnya pendapatan riil selama REPELITA I memang
benar-benar dapat direalisasikan , apalagi pada saat itu nilai ekspor Indonesia dari
minyak bumi mengalami beberapa lonjakan yang besar, baik karena meningkatnya
produksi maupun terutama karena meningkatnya harga minyak bumi di pasaran
internasional. Tetapi tampaknya laju pertumbuhan ekonomi yang pesat belum mampu
diimbangi oleh distribusi hasil pembangunan maupun pembangunan sendiri dalam
proporsi yang memadai. Karena jtulah dengan didahului oleh pidato Presiden di
depan anggota-anggata DPR pada tahun 1978 yang berisikan penjabaran pemerataan
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menjadi delapan jalur pemerataan, REPELITA III meletakkan penonjolan pada
unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Kedelapan jalur pemerataan itu adalah :

a)

b)
<)
d)
e)
f)

g
h)

pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan,
sandang dan perumahan.

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
pemerataan pembagian pendapatan.

pemerataan kesempatan kerja

pemerataan kesempatan berusaha

pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi
generasi muda dan kaum wanita.

pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Belum semua delapan jalur pemerataan itu telah dabat dilakukan dengan mantap.

Usaha pemerataan adalah usaha jangka panjang, karena dalam melaksanakan usaha
itu usaha peningkatan produksi dan produktivitas serta usaha menjamin kondisi
stabilitas nasional yang mantap juga harus dilakukan secara bersama-sama dan
serentak. Dengan terbatasnya sumberdaya yang tersedia, maka usaha-usaha itu
harus dilaksanakan secara hati-hati dan berkesinambungan agar uasaha mewujudkan
masyarakat yang adil, makmur dan merata benar-benar dapat terlaksana.

RANGKUMAN

1)

2)

3)

Pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan harkat, martabat dan
kesejahteraan bangsa. Bagi Indonesia, pembangunan nasional merupakan
pembangunan serba muka karena kita memandang pembangunan nasional
sebagai pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh
masyarakat Indonesia.

Pembangunan di indonesia dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu
yang berlangsung secara berkesinambungan terus-menerus dan bnerangkaian
seperti dinyatakan dalam Pola Umum Pembangunan Nasional.

Pola Umum Pembangunan Nasional itu dijabarkan dalam Pola Dasar
Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang dan Pola



Umum Pelita. Pola Umum Pelita merupakan gambaran pola pembangunan
jangka menengah.

4) Pada REPELITA-REPELITA yang telah berlangsung, pembangunan
dilaksanakan dengan menggunakan tiga sasaran utama, yaitu Trilogi
Pembangunan yang terdiri dari unsur pemerataaan pembangunan dan hasil-
hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional
yang sehat dan dinamis. Tiga unsur Trilogi Pembangunan harus dilihat sebagai
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terpadu dan serasi.

9.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

9.1.1 ARTI DAN KEGUNAAN

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan seberapa jauh usaha bangsa dalam
meningkatkan kemakmuran kuantitatif mereka dalam bentuk meningkatnya produksi
barang dan jasa. Seperti telah kita ketahui, besarnya produksi barang dan jasa yang
dihasilkan oleh suatu negara dinamakan pendapatan nasional negara itu (lihat
kembali modul kedua). Semakin tinggi pendapatan semakin besar pula kemampuan
masyarakat untuk menghasilkan barang dan jasa, dan dengan demikian semakin
banyak pula kebutuhan-kebutuhan baik biologis maupun sosial yang dapat dipenuhi.
Dengan kata lain, dilihat dari semakin banyaknya kebutuhan yang dapat dipenuhi,
masyarakat menjadi bertambah makmur. Karena itu dikatakan bahwa pendapatan
nasional per kapita merupakan indikator kemakmuran material sesuatu bangsa/
negara. Walaupun demikian pendapatan nasional per kapita bukanlah satu-satunya
bangsa/negara. Walaupun demikian pendapatan nasional per kapita bukanlah satu-
satunya ukuran kemakmuran material. Di samping pendapatan nasional per kapita
kita masih harus pula melihat sejauh mana pelayanan kesehatan, pelayanan
pendidikan dan pelayanan sosial yang lain telah dapat dinikmati oleh masyarakat‘
negara itu. Tinggi dan luasnya pelayanan-pelayanan tersebut menggambarkan sejauh
mana masyarakat sudah dapat menggunakan pendapatannya untuk mempertinggi
kualitas hidupnya. Masyarakat yang berpendapatan tinggi (per kapita riil), tetapi
masih banyak anggotanya yang buta huruf tentu tidak dapat dikatakan benar-benar
makmur, karena mereka itu tidak akan mampu menikmati indahnya buku-buku,
tidak akan mampu meningkatkan kualitas mereka karena pengetahuan pada umumnya
tertulis dalam buku-buku. Demikian pula dengan pelayanan kesehatan. Masyarakat
yang berpendapatan tinggi (per kapita riil) tetapi kalau sakit tidak dapat memperoleh
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pelayanan dokter dan rumah sakit yang cepat, tidak mengetahui dan menyadari
pentingnya gizi, dan sebagainya tentu sulit dikatakan hidupnya makmur. Pelayanan
sosial lain, seperti hiburan, pariwisata, akses pada air bersih, dan sebagainya
merupakan indikator pula bagi tingginya dan luasnya kualitas hidup yang dapat
dinikmati oleh anggota masyarakat. Karena itu tingginya tingkat kemakmuran suatu
bangsa/negara dapat ditunjukkan oleh tingginya tingkat pendapatan per kapita riil
plus kondisi pelayanan tersebut (yang disebut juga sebagai indeks kualitas hidup).

9.1.2 ARAS DAN LAJU PERTUMBUHAN

Sejauh REPELITA I usaha pembangunan yang telah kita lakukan bersama
telah mampu memberikan hasil-hasil yang cukup memadai Aras pendapatan nasional
telah meningkat dengan cepat, dari Rp.2.718 milyar pada tahun 1969 menjadi
Rp.59.633 milyar pada tahun 1982 (perkiraan sementara). Tetapi selama itu
penududuk juga meningkat relatif cepat, schingga pendapatan itu per kapita riil
penduduk Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang lebih rendah daripada
pendapatan per kapita yang benar-benar diterima (nominal).

Dari besarnya aras pendapatan nominal dan besarnya aras pendapatan nasional
per kapita dapat dihitung besarnya laju pertumbuhan pendapatan tersebut dari tahun
ke tahun. Laju pertumbuhan pendapatan per kapita menggambarkan kecepatan
pertambahan “kemakmuran” penduduk Indonesia , pukul rata. Kalau angka yang
digunakan adalah angka yang sebenarnya menurut harga yang berlaku), maka
besaran-besaran yang diperoleh masih dipengaruhi oleh perkembangan harga-harga
umum, sedangkan penggunaan angka yang sudah dideflasikan pada tahun dasar
menghasilkan besaran-besaran yang riil, artinya sudah dihilangkan pengaruh harga-
harga sesuai dengan tahun dasar yang digunakan.

Tabel-tabel berikut menggambarkan perkembangan atas pendapatan nasional
Indonesia serta laju pertumbuhannya.



Tabel 1
Aras Pendapatan Nasional dan Laju Pertumbuhannya
fabun | Ménurut harga berlaku | Menurat harga konstan m"‘%
{milyar rupiah) 1973 {milyar rupiah) - Rl B ol
1969 2.718,0 4.820,0 - -
1970 3.238,0 5.182,0 19,13 7,51
1971 3,672,0 5.544,7 13,40 6,70
1972 45640 6.067,2 24,29 9,42
1973 6.753,4 6.753.4 4797 11,31
1974 10.708,0 7.269,0 58,56 7,63
1975 12.642,5 7.630,8 18,07 498
1976 15.466,7 8.156,3 22,34 6,89
1977 19.033,0 8.882,0 23,06 8,90
1979 32.025,5 10.164,9 40,80 6,89
1980 45.445,7 11.169,2 4191 9,88
1981 53.676,6 12.017,4 18,11 7,71
Tabel 2
Aras Pendapatan per Kapita dan Laju Pertumbuhannya
fahgn | Menurat harga berlaku | Menurut harga kenstan mﬁm“h”‘*
(rnilyar rupiah) 1973 (milyar rupiah) sl o Sonstan
1971 30.909 47.136 - -
1972 37.533 49.895 21,43 5,85
1973 54.201 54.201 44,41 9,63
1974 83.918 56.967 54,83 5,10
1975 96.803 58.429 15,35 2,57
1976 115.682 61.004 19,50 441
1977 138.967 64.846 20,13 6,30
1978 162471 68.332 16,91 5,36
1979 233.641 70.984 43,80 3,88
1980 309.998 76.118 32,68 7,23
1981 357.606 808.063 15,36 5,18

Sumber : Statistik Indonesia
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Dari data yang digambarkan pada Tabel 1 dan tabel 2 terlihat bahwa laju
pertumbuhan ekonomi meningkat pesat pada awal-awal pembangunan ekonomi
dimulai, tetapi kemudian menurun sedikit, meningkat kembali' dan mencapai
puncaknya pada tahun 1980 untuk kemudian menurun lagi dan mencapai dasarmya
pada tahun 1982 dengan laju pertumbuhan sebesar 2,25%. Meningkatnya laju
pertumbuhan ekonomi pada awal-awal pembangunan terutama disebabkan oleh
meningkatnya harga minyak di pasaran dunia yang diikuti pula oleh meningkatnya
volume produksi dan ekspor minyak Indonesia. Tetapi sebagai akibat semakin
berhasilnya negara maju melaksanakan penghematan pemakaian energi dan
deversifikasi sumber energi yang diikuti pula oleh timbulnya resesi ekonomi dunia
yang berkepanjangn, permintaan minyak bumi menurun. Akibatnya volume produksi
minyak Indonesia juga menurun. Karena minyak bumi merupakan tiang utama
yang menyediakan dana guna menyangga keberhasilan pembangunan ekonomi
Indonesia, menurunnya volume produksi dan harga minyak umi membawa pengaruh
yang besar pada kemampuan Indonesia untuk menyediakan dana guna melanjutkan
usaha pembangunannya (Kemampuan produksi minyak Indonesia adalah sekitar
1,6 juta barel satu hari, tetapi untuk dapat mempertahankan harga sebesar $29/barel
di pasar dunia, Indonesia hanya diperbolehkan menghasilkan minyak sebesar 1,3
juta barel satu hari, sehingga dari produksi sebesar 616,5 juta barel pada tahun
1977/1978 produksi minyak turun menjadi 570,5 juta barel pada tahun 1981/1982
dan bahkan menurun lagi pada tahun 1982/1983. Demikian juga dengan ekspor-
ekspor minyak bumi turun dari 483,6 juta barel pada tahun 1977/1978 menjadi
374,5 juta barel pada tahun 1981/1982 dan lebih rendah lagi pada tahun 1982/1983.

Dibandingkan dengan negara lain, baik yang sedang berkembang maupun
negara pengekspor minyak lain dan negara maju, pendapatan per kapita penduduk
Indonesia masih tergolong rendah, walaupun sejak tahun 1980 Indonesia sudah
dapat digolongkan menjadi negara/bangsa yang berpendapatan menengah oleh Bank
Dunia. Tabel di bawah menggambarkan perbandingan pndapatan per kapita Indonesia
(dalam dolar Amerika) dengan negara-negara terpilih.

Dari tabel 3 di bawah ini terlihat bahwa pendapatan nasional perkapita Indonesia
adalah yang terendah dibanding dengan negara ASEAN yang lain, tetapi sejak
tahun 1970 mempunyai laju pertumbuhan yang cukup tinggi, sehingga jika laju itu
dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang, pendapatan per kapita
Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara ASEAN lain yang tidak memiliki
minyak bumi, yaitu Thailand dan Philipina, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Seperti telah dibicarakan di muka, di samping kemakmuran yang terlihat dari
pendapatan yang diperoleh, perlu juga diusahakan agar kualitas hidup manusia
Indonesia terus-menerus meningkat, sehingga tidak saja kemampuan kita untuk



memperoleh barang dan jasa yang kita perlukan semakin meningkat, tetapi keperluan-
keperluan lain yang bersangkutan dengan kenikmatan hidup pun juga harus
diusahakan semakin meningkat. beberapa indikator yang menunjukkan tentang
kualitas hidup adalah, antara lain, harapan hidup, yaitu berapa harapan hidup
seseorang pukul rata, berapa banyaknya dokter per penduduk, berapa besar kalori
yang dapat disediakan, berapa banyak bagian penduduk yang sudah melek huruf
(sudah dapat membaca), akses pada air bersih, balita (bayi umur Jima tahun) yang
meninggal, energi yang dikonsumsikan per kapita. Indikator tersebut menggambarkan
sejauh mana usaha meningkatkan kesejahteraan penduduk telah dapat dicapai
dibanding dengan negara lain. Karena data yang tersedia untuk perbandingan adalah
data yang sudah agak lama, maka gambaran itu sebenarnya sudah mengalami
banyak perubahan. Beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah berusaha keras
untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, dalam arti meningkatkan taraf hidup
dan kualitas hidup manusia Indonesia dan usaha itu masih tetap terus diusahakan.
Dengan demikian angka-angka tersebut sebenarnya sudah banyak meningkat, tetapi
data untuk perbandingan yang tersedia barulah sampai dengan tahun-tahun yang
sudah agak lampau. Namun inti permasalahan yang ingin dikemukakan kiranya
tidaklah bantak mengalami perubahan, yaitu dibandingkan dengan banyak negara
Jain kita masih tertinggal agak jauh, sehingga diperlukan peningkatan usaha-usaha
yang telah ada secara terus-menerus dalam batas-batas dana yang tersedia.
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Tabel 3

Pendapatan per Kapita Beberapa Negara Terpilih (1980)
(US $) dan Laju Pertumbuhannya (1970-1980)

Pendapatan Laju Pertumbuhan

NEGARA \ per Kapita (%)
ASEAN
1. Indonesia 430 7,6
2. Thailand 670 7,2
3.  Philipina 690 6,3
4. Malaysia 1.620 7,8
5. Singapura 4.430 85
PENGEKSPOR MINYAK
6. Nigeria 1.010 6,5
7.  Mexico 2.090 52
8. Aljazair 2.050 7,0
9. Irak 3.020 12,1
10. Venezuela 3.630 5,0
11. Libia 8.640 2,2
12. Saudi Arabia 11.260 10,6
NEGARA BERKEMBANG LAIN
13. India 240 3,6
14. Cina290 5,8
15. Tanzania 280 4,9
16. Mesir 580 7.4
17. Argentina 2.390 2,2
18. Brazilia 2.050 8,4
NEGARA MAJU
19. Jepang 9.890 5,0
20. Amerika Serikat 11.360 3,0
21. Rusia 4.550 —
22. Jerman Barat 13.590 2,6
23. Polandia 3.900 8,9

Sumber : World Development Report 1982.




Tabel 4
Beberapa Indikator Kualitas Hidup Negara-negara Terpilih

HH Fe Km;ﬁaa*} pﬁfw melek iw;lxg
per yi #ir |
NEGARA WhIn | gopter | (14 tabue) | bersis | hwest | por bopia
wn 1988 (%) 1915 1w i3
ASEAN
1. Indonesia 53 13.670 11 12 62 225
2. Thailand 63 8.220 4 22 84 353
3 Philipina 64 2.810 4 43 75 329
4 Malaysia 64 7.640 2 62 — 713
5. Singapura 72 | 1250 1 100 — 5.784
PENGEKSPOR MINYAK
6. Nigeria 49 4.040 28 — 30 80
7. Mexico 65 1.260 4 62 81 1.535
8. Aljazair 56 5.330 19 77 35 645
9. Irak 56 2.190 7 62 — 664
10. Venezuela 67 930 2 — 82 2994
11. Libia 56 900 13 100 — 2.254
12. Saudia Arabia 54 1.700 18 84 16 1.984
NEGARA BERKEMBANG LAIN
13. India 52 3.630 17 33 36 194
14. Cina 64 1.100 5 — 66 734
15. Tanzania 52 17.550 19 39 66 51
16. Mesir 57 1.050 14 66 44 539
17 Argentina 70 530 2 66 93 1.965
18. Brazilia 63 1.700 7 77 76 1.018
NEGARA MAJU
19. Jepang 76 850 — 100 99 4.048
20. Amerika Serikat 74 580 1 100 99 4.048
21. Rusia 71 580 1 100 99 11.681
22. Jerman Barat 73 490 1 100 99 6.264
23. Polandia 72 610 1 100 98 5.752

Sumber : World Development Report 1982
*) per seribu yang lahir.
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9.1.3 KOMPOSISI PRODUK DOMESTIK BRUTO

Komposisi produk domestik bruto menggambarkan proporsi kegiatan ekonomi
yang dilakukan oleh penduduk Indonesia bersama dengan produktivitasnya. Semakin
tinggi proporsi satu sektor dalam PDB, semakin besar pula kegiatan ekonomi
penduduk yang dicurahkan dalam sektor itu. Pada awal-awal pembangunan dimulai
kegiatan ekonomi Indonesia sebagian dicurahkan pada sektor pertanian sehingga
proporsi sumbangan sektor ini dalam PDB Indonesia sangat besar. Tetapi struktur
produksi yang terlalu berat ke sektor pertanian pada umumnya menggambarkan
rendahnya produktifitas bangsa itu dan dengan demikian juga kemakmurannkya.
Sektor pertanian adalah sektor yang pada umumnya produktivitasnya rendah, nilai
tambahnya relatif kecil dan laju pertumbuhannya relatif lambat. Di samping itu
usaha kegiatan ekonomi yang dipusatkan pada sektor ekonomi akan banyak
mengalami hambatan karena faktor musim dan keterbatasan lahan pertanian. Karena
itu GBHN juga telah menyebutkan bahwa “Pembangunan Jangka Panjang harus
pula mampu mambawa perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia
sehingga produksi nasional yang berasal dari sektor di luar pertanian akan merupakan
bagian yang semakin besar, dan industri menjadi tulang punggung ekonomi bagi
penduduk yang hidup dari sektor-sektor di luar pertanian semakin bertambah dan
komposisi ekspor akan berubah sehingga ekspor Indonesia akan semakin banyak
terdiri dari bahan-bahan yang telah diolah dan barang-barang jadi. Dengan demikian
akan berarti meningkatnya ketahanan ekonomi Indonesia terhadap perubahan keadaan
alam dan kegoncangan ekonomi dunia”.

Sejauh ini usaha merombak struktur produksi telah menunjukkan hasil yang
cukup memuaskan. Sektor pertanian, walaupun sumbangannya pada PDB secara
mutlak terus-menerus bertambah dengan pesatnya, tetapi secara relatif sumbangan
itu menurun. Hak itu diakibatkan oleh meningkatnya sumbangan sektor industri,
khususnya industri perminyakan, yang akhir-akhir ini telah menunjukkan peningkatan
yang sangat cepat sebagai akibat kenaikan harga minyak di pasar dunia dan
meningkatnya volume produksi minyak di dalam negeri. Tetapi sektor industri
pengolahan yang di masa depan harus kita jadikan tumpuan ekonomi Indonesia
masih banyak mengalami hambatan-hambatan dalam perkembangannya. Industri
pengolahan di Indonesia masih bertumpu pada industri substitusi impor, yaitu industri
yang menghasilkan barang plastik, dan sebagainya. Industri ini memang harus tetap
dipertahankan karena pasar di dalam negeri cukup luas dan memberikan kesempatan
kerja yang besar bagi penduduk Indonesia. Namun perkembangan industri substitusi
impor, yang pada umumnya menghasilkan barang-barang konsumsi sehingga disebut
industri hilir, perlu ditnjang dengan pengembangan industri antara dan industri
hulu, seperti pabrik yang menghasilkan mesin-mesin, barang setengah jadi, pabrik



besi baja, dan sebagainya. Dengan demikian struktur industri akan menjadi kuat
karena terdapat keterkaitan langsung di dalam negeri antara industri hulu, industri
antara, dan industri hilir. Usaha ke arah pengembangan keterkaitan itu sudah banyak
dilakukan. Banyak pabrik sudah didirikan seperti semen, pupuk, kertas, dan
sebagainya, dan tetap diusahakan untuk didirikan lebih banyak lagi. Untuk itu
perlindungan industri di dalam negeri perlu diusahakn semantap mungkin dengan
memeprhatikan hubungannya dengan penanaman modal asing dan pencarian pasar
bagi ekspor kita. Tabel 5 menggambarkan komposisi PDB selama ini.

Tabel 5
Komposisi PDB Indonesia
(%)

Harga Konstan tahun 1973
Lapangan usaha 1978 1979 1980 | 1981%)
1. Pertanian 29,48 28,09 24,84 24,48
2. Industri 40,31 42,63 47,71 46,05
— Industri pengolahan 10,64 10,34 11,64 11,69
3. Jasa 30,21 29,28 27,45 29,47

Sumber : Statistik Indonesia, 1982
*) angka sementara

Dari tabel itu terlihat bahwa struktur produksi sudah mengalami pergeseran
yang kuat dari sektor pertanian ke sektor industri seperti yan diharapkan. Peranan
sektor pertanian pada awal-awal pertumbuhan sangat besar, tetai sampai pada Repelita
I peranan itu sudah menurun sampai di bawah 30%. Namun perkembangan industri
pengolahan belum begitu menggembirakan. Tidak saja peranannya masih relatif
kecil, sekitar 11-12%, tetapi laju pertumbuhannya juga sangat lambat. Di masa
depan kita perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan peranan sektor ini sebab
sektor industri pengolahan inilah kita harapkan berfungsi sebagai tulang punggung
perekonomian kita. Dibandingkan dengan negara lain, sumbangan sub sektor industri
pengolahan kita juga terlihat masih relatif rendah.
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Tabel 6
Komposisi PDB Beberapa Negara Terpilih
dan Laju Pertumbuhannya

Sektor | . Sektor Wumw Sektor gemwm:m
NEGARA perianian industri pengolghan jasa 1"’]‘“’*‘ industed

1580 1980 1980 9801 qureaes0)

ASEAN

1. Indonesia 26 42 9 32 11,1

2. Thailand 25 29 20 46 10,0

3. Philipina 23 37 26 40 8,7

4. Malaysia 24 37 23 39 9,7

5. Singapura 1 37 28 62 8.8

Negara Berkembang Lain

1. India 37 26 18 37 4,5

2. Pakistan 31 25 16 44 52

3. Nigeria 20 42 6 38 8,1

4, Mesir 23 35 28 42 6,8

5. Venezuela 6 47 16 47 3.0

6. Brazilia 10 37 - 53 9,3

7. Libia 2 72 4 26 -23

8. Saudi Arabia 1 78 4 21 10,2

Negara Maju

1. Jepang 4 41 29 55 55

2. Amerika Serikat 3 34 24 63 1,2

3. Rusia 16 | 62 - 22 -

4. Polandia 15 64 - 21 -

5. Jerman Barat 2 - 37 - -

Sumber : World Development Report 1982

9.2. PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN HASIL-HASILNYA

Pemerataan pembangunan berarti pemerataan usaha pembangunan di daerah-
daerah sehingga seluruh rakyat Indonesia yang tinggal di daerah-daerah dapat juga
ikut merasakan hasil pembangunan dan dengan demikian bersedia ikut berpartisipasi
secara aktif dalam usaha pembangunan.

Pemerataan pembangunan berarti pemerataan hasil pembangunan itu sendiri,
jadi barang dan jasa kepada semua anggota masyarakat. Bahwa pemerataan



memegang kunci penting bagi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan sudah
disadari oleh semua pihak. Tetapi pemerataan sendiri tidaklah mudah untuk
dijabarkan dalam pengertian yang jelas. Apakah arti merata itu? Apakah merata
berarti seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dibagi sama rata
setiap orang? Ataukah dibagi berdasarkan darma bakti masing-masing anggota?
Ataukah dibagi berdasar keperluan anggota masyarakat masing-masing? Kesulitan
pengertian itu berkaitan dengan ideologi masing-masing bangsa. Pemerataan bagi
mereka yang menganut faham liberal- kapitalis tentu tidak sama dengan pengertian
pemerataan bagi mereka yang menganut faham sosialis-komunis dan tidak sesuai
pula bagi kita yang berideologi pancasila. Karena itu indikator pemerataan yang
sudah banyak dicari orang perlu dimengerti dalam konteks tersebut.

Bagi Indonesia usaha pemerataan sudah dijabarkan dalam apa yang dikenal
dalam 8 jalur pemerataan. Sejauh ini usaha-usaha pemerataan telah dilakukan dengan
menggunakan berbagai-bagai alat dan dana yang tersedia karena seperti telah kita
lihat uasaha pemerataan merupakan unsur kesatu dalam Trilogi Pembangunan pada
REPELITA III. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak sebagian
besar sudah terpenuhi. Masalah makan nampaknya tidak lagi essensial dewasa ini.
BULOG telah berfungsi dengan baik dalam usahanya untuk menstabilkan dan
mengadakan komoditi pangan, sehingga degnan produksi dan produktivitas yang
semakin meningkat, masalah pangan tidak lagi menjadi hal yang sangat dirisaukan.
Swasembada pangan sebenarnya sudah tercapai jikalau menu makan dan distribusi
komoditi pangan dapat dilaksanakan dengan baik. Produksi beras dalam periode
1978-1982, misalnya telah menunjukkan peningkatan yang pesat melalui usaha-
usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan diversivikasi. Untuk periode itu laju
pertumbuhan produksi beras mencapai 7,9% dengan produksi padi tahun 1981
mencapai lebih dari 22 juta ton. Demikian pula dengan komoditi pangan yang
lain. Yang masih menjadi masalah adalah penyediaan papan. Walaupn usaha
pemerintah melalui Perumnas dan lain-lain telah banyak dilakukan, masalah
perumahan masih tetap merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian yang
serius. Tidak saja jumlah rumah yang masih kurang, tetapi juga kualitas rumah
dipandang dari segi kesehatan masih sangat perlu ditingkatkan. Masalah sandang
nampaknya masih sangat perlu ditingkatkan. Masalah sandang nampaknya sudah
dapat diatasi. Kalau pada awal-awal pembangunan kita mulai masalah sandang
masih merupakan masalah yang elatif besar, sekarang masalah itu sudah tidak
relevan. Produksi sandang sudah jauh lebih dari yang diperlukan dan kini kita
bahkan sudah mulai mengekspor produk tekstil keluar negeri.

Pemerataan kesempatan memproleh pendidikan dan pelayanan kesehatan masih
terus diusahakan. Dengan berbagai Inpres usaha ke arah penampungan pendidikan
dan perbaikan pelayanan kesehatan telah dilakukan. Hasilnya jelas kelihatan. Untuk
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pendidikan SD bahkan segera alan dilakukan wajib belajar karena sarana dan
prasarana diperkirakan sudah cukup memadai. Hanya pendidikan di tingkat atas,
khususnya, di tingkat perguruan tinggi daya tampung nampaknya masih harus terus
diperluas. Keharusan akan pendidikan sudah semakin merasuki rakyat Indonesia.
Walaupun usaha-usaha membentuk pendidikan terbuka sudah dimulai, tetapi
kemampuan untuk menampung keinginan warga masyarakat untuk menambah
pengetahuannya dan untuk mempersiapkan diri memperoleh kesempatan kerja yang
lebih baik masih belum sepenuhnya berhasil. Demikian pula dengan pelayanan
kesehatan. Walaupun Puskesmas sudah didirikan hampir di setiap kecamatan, tetapi
dengan jumlah penduduk yang memerlukan pelayanan kesehatan sdemikian besarnya
sehingga pelayanan kesehatan masih sangat minimal. Di samping itu perlu juga
diperhatikan masalah penyediaan obat-obatan dan rumah sakit yang dapat dijangkau
oleh pendapatan masyarakat.

Di bidang pemerataan pembagian pendapatan usaha yang telah dilakukan baik
melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal, moneter, dan kebijaksanaan-kebijaksaan
sektoral, regional maupun yang bersifat khusus nampaknya walaupun sudah
memberikan hasil tetapi belum dapat mencapai sasarannya secara sempurna. Seperti
telah kita bicarakan di muka uasaha pemerataan adalah usaha jangka panjang dan
harus selalu diusahakan bersama-sama dan serentak dengan meningkatkan taraf
hidup rakyat dalam kondisi stabilitas nasional yang mantap.

Di bidang pemerataan kesempatan kerja usaha juga sudah banyak dilakukan
dengan jalan menciptakan lapangan kerja, maupun melalui usaha-usaha lain seperti
Inpres-Inpres dan usaha mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Memang harus
diakui usaha mengatasi pengangguran dan setengah pengangguran masih sulit.
Karena itu usaha memperbanyak kesempatan kerja mesti dibarengi dengan usaha
mengurangi angkatan kerja melalui usaha memperlambat kenaikan penduduk (KB).

Tabel 7 menggambarkan keadaan tingkat kerja di Indonesia dan
perkembangannya.

Dari tabel itu terlihat bahwa pengangguran dan setengah pengangguran masih
relatif besar dan apabila kita mampu membuat KB berhasil secara agak drastis dan
pertumbuhan ekonomi tetap dapat dipertahankan pada laju yang cukup tinggi, angka-
angka pengangguran dan setengah pengangguran akan terus meningkat. Kondisi itu
akan menyebabkan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan akan meningkat
lagi dan dapat mempunyai efek yang kurang menggembirakan jika dilihat dari segi
sosial dan pembangunan nasional sendiri.

Pemerataaan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air sudah
banyak digarap. Dikembangkan BAPPEDA di seluruh propinsi dan kabupaten



Tabel 7
Statistik Angkatan Kerja
1980 Laju 1971-1980
000) {% )

1. Penduduk 146.935 2,32

2. Penduduk Usia Kerja 104.454 2,90

3. Angkatan Kerja 55.005 3,17

(TPAK) (59,69)

4. Penganggur 2.204 10,17

5. Setengah Penganggur 21.341 (38,80 AK)

6. Laju Pertumbuhan (3 + TPAK) (2.000) 3,23

7. Pekrja di A 54,8% (71:64,2%)

8. Pekerja di M 12,5% (72:8,4%)

9. Pekerja di S + Lain 32,7% (71:27,4%)

10. Petani 55,5% (72:60,9%)

11. Jasa + Penjualan 17,8% (71:13,9%)

12. Prop. + Teknisi 3,1% (71:2,1%)

13. Manajemen + Administrasi 0,1% (71:0,5%)

14. Lain-lain 23,9% (72:22,6%)

15. Usia < 24 tahun AKX 28,9% PEK: 27,7%

16. Pendidikan 88,0% AKAD: 0,9%)

17. Setengah Peng. (jam kerja) < 24:12,2% < 44:278%

total : 38,8% AK

18. Peng. (< 1 jam/minggu) <24: 24% < 44: 3,5%
19. Upah Min. (Jawa Tengah) Rp 400,00 - Rp 500,00 per hari
(Bali) Rp 325,00 - Rp 665,00 per hari

(DKI Jakarta) Rp 600,00 per hari

20. KFM 4/83 Jakarta S: Rp 34.980,00 K:Rp 83.500,00

Medan S: Rp 3.700,00 K:Rp 80.700,00

Bandung S: Rp 33.300,00 K:Rp 81.500,00

bertujuan untuk mendorong daerah memacu pembangunan daerahnya dengan arah
yang lebih baik dan kecepatan yang lebih tinggi. Walaupun demikian karena setiap
daerah memiliki sumber daya lam yang tidak sama, demikian pula sumber daya
manusia yang berbeda, tingkat dan laju pembangunan daerah pun tidak tidak bisa
sama. Usaha transmigrasi untuk menambah penduduk dan tenaga kerja di daerah
yang tipis penduduknya tetapi mempunyai potensi alam yang dapat dikembangkan
sudah banyak membantu daerah tersebut dan sekaligus membantu pula pembangunan
daerah yang penduduknya sangat padat dan tidak sebanding dengan potensi alam
yang dimiliki. Dengan demikian usaha untuk mengurangi ketimpangan pembangunan
antar daerah telah dilakukan sejak lama, namun usaha itu masih memerlukan waktu
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yang lama untuk dapat memberikan hasil yang diharapkan. Sementara itu , gambaran
tentang pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air telah
menghasilkan distribusi pendapatan daerah seperti terlihat pada tabel 8.

Tabel 8
Produk Domestik Bruto Propinsi-propinsi di Indonesia dan Laju
Pertumbuhannya serta Komposisinya 1980
(Atas Dasar Harga Konstan 1975)

per Kapita Laju Primer Sekonder

No. PROPINSI (Rupiah) 75 86 %) MB Persier
1. Aceh 256.033* 25,88 18,18 71,47/67,74 10,35
2. Sumatera Utara 129.643* 9,59 35,80 27,96/19,61 36,24
3. Sumatera Barat 82.144 8,20 35,43 16,27/ 0,33 48,30
4. Riau a. 763.898* -1,65 4,09 86,59/83,11 09,32
b. 106.862 6,69 29,25 14,25/ 6,55 56,50

5. Jambi

6. Sumatera Selatan 151.295 9,20 29,75 32,78/04,59 37,47
7. Bengkulu 89.200 10,50 46,80 11,86/00,84 41,34
8. Lampung 72.769 7.90 46,31 09,83/00,16 43,86
9. DKI Jaya 259.306 9,80 1,59 21,59/ —— 76,82
10. Jawa Barat 96.137 8,40 29,27 26,22/09,17 44,51
11. Jawa Tengah 67.675 7,70 40,38 14,41/00,32 45,31
12. DI Yogyakarta 68.606 7,30 39,30 17,05/00,32 43,65
13. Jawa Timur 88.755 7,40 36,64 17,27/00,20 46,09
14. Kalimantan Barat 105.591 9,40 40,90 18,14/00,22 40,96
15. Kalimantan Tengah 131.972 14,57 42,43 29,03/00,50 28,54
16. Kalimantan Selatan 119.888 13,50 31,53 05,86/00,32 62,61
17. Kalimantan Timur a. 828.244* 20,00 7,24 67,25/61,63 25,51
b. 290.007 20,69 06,45/01/75 72,86
18. Sulawesi Utara 114.206 11,64 46,27 07,49/01,41 46,24
19. Sulawesi Tengah 70.146 9,74 51,49 10,68/00,83 37,83
20. Sulawesi Selatan 90.500 8,45 48,75 07,41/01,34 43,84
21. Sulawesi Tenggara 74.263* 9,14 36,43 13,65/11,69 49,92
22. Bali 111.532 12,40 41,95 15,02/00,69 44,03
24. Nusa Tenggara Timur 56.395 10,59 60,39 05,26/00,16 34,35
25. Maluku 119.410 10,44 47,73 15,41/07,42 36,86
26. Irian Jaya 229.257* 11,00 27,39 51,07/46,83 21,54
INDONESIA (73) 30,70 31,00/09,30 38,30

TMB = Tanpa Minyak Bumi
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9.3. STABILITAS EKONOMI

9.3.1 ARTI DAN RUANG LINGKUP

Stabilitas, unsur ketiga dalam Trilogi Pembangunan yang dilaksanakan untuk
REPELITA III, mengandung pengertian tidak ada nya fluktuasi, tidak adanya
gangguan pada keadaan ekonomi yang ada yang menyatakan terhambatnya usaha
pembangunan. Dengan ‘demikian pengertian dalam pertumbuhan ekonomi
menyangkut usaha meminimumkan terjadinya fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi
sehingga taraf hidup dapat senantiasa ditingkatkan tanpa melaui fluktuasi yang
berarti, tetapi terutama stabilitas dikaitkan dengan harga, baik harga barang dan jasa
pada umumnya maupun harga sumberdaya seperti upah, harga sewa, dan laba.
Harga barang dan jasa dan maupun harga sumbernya dapat secara umum meningkat
tetapi dapat pula secara umum menurun. Adapun harga barang dan jasa secara
umum menunjukkan peningkatan, maka kondisi ekonomi negara itu dikatakan sedang
menderita penyakit inflasi, sebaiknya penurunan harga barang dan jasa serta harga
sumberdaya secara umum disebut deflasi. Sesudah Perang Dunia II penyakit yang
sering mengunjungi banyak negara di dunia adalah inflasi, bahkan hampir semua
negara berkembang, termasuk Indonesia, inflasi merupakan penyakit kronis yang
tidak pernah benar-benar meninggalkan tubuh ekonomi negara tersebut.

Mengapa orang banyak ribut dengan inflasi? Setiap kali bapak Presiden berpidato
tentang masalah yang ada kaitannya dengan ekonomi nasional masalah inflasi pasti
ikut tersinggung. Di koran masalah inflasi hampir dipastikan selalu menjadi bahan
pembicaraan. Pasalnya adalah bahwa inflasi merupakan penyakit yang perlu
ditanggulangi karena pengaruhnya pada usaha pembangunan. Inflasi berkaitan dengan
harga, sedangkan harga, seperti dikatakan Adam Smith, merupakan pengatur jalannya
roda perekonomian yang bersendikan mekanisme pasar. Karena semua transaksi
ekonomi (sekurang-kurangnya sebagian besar) harus dilakukan melalui pasar, maka
terlihatlah bagaimana pengaruh inflasi pada semua atau hampir semua kegiatan
ekonomi yang dilakukan penduduk. Secara jelas inflasi berkaitan dan dengan
distribusi pendapatan. ‘

Upah dan gaji pada umumnya diterimakan dalam bentuk uang. Pada masa
inflasi nilai uang turun. Tetapi biasanya dalam masa inflasi upah dan gaji pun ikut
naik karena masa inflasi seringkali bersamaan dengan masa membaiknya kondisi
ekonomi. Apakah sebenarnya upah dan gaji riil naik atau turun pada akhirnya harus
dihitung tingginya laju inflasi dan tingginya laju kenaikan upah dan gaji. Jika upah
dan gaji naik lebih cepat atau lebih besar daripada laju inflasi sebenarnya upah dan
gaji riil meningkat. Namun dalam masa inflasi orang pada ummnya mengeluhkan
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terjadinya kenaikan harga barang dan jasa yang mereka beli. Konsumen seringkali
terkena ilusi uang. Mereka selau mengira pendapatan riil mereka turun walaupun
nyatanya tidak selalu demikian. Inflasi pada umumnya juga tidak terpengaruh tepat
sama pada barang yang dihadapi konsumen. Harga barang X dapat naik dengan
proporsi lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga barang Y. Akibatnya harga
barang X dinyatakan dengan harga barang Y, atau harga relatif, berubah. Karena
proporsi penggunaan barang X dan barang Y bagi seseorang konsumen tidak sama
besarnya, perubahan harga relatif dapat lebih merugikan konsumen yang satu
dibandingkan yang lain. Hal itu tentu akan mempunyai pengaruh terhadap distribusi
pendapatan. Di samping itu inflasi juga mempengaruhi posisi peminjam uang dan
orang yang meminjamkan uang itu. Pada saat harga meningkat peminjam uang
lebih diuntungkan karena secara riil nilai hutangnya akan menurun, dan sebaliknya
bari orang yang meminjamkan. Keadaan ini juga berpengaruh pada distribusi
pendapatan. Mereka yang paling menderita adalah yang berpendapatan tetap seperti
pegawai negeri karena gaji tetap tidak berubah, sedang harga meningkat, sehingga
gaji riil turun. Karena itu pada saat-saat tertentu gaji pegawai negeri dinaikkan agar
gaji riil dapat dipertahankan untuk ditingkatkan sesuai dengan tujuan pembangunan,
yaitu terus-meneruskan meningkatkan pendapatan riil masyarakat.

Di samping berpengaruh terhadap penerima pendapatan, inflasi juga
mempengaruhi produsen, Untuk memperluas produksinya produsen perlu melakukan
perluasan usaha dan untuk itu diperlukan dana yang cukup besar. Dana itu harus
dipinjam dari para pemilik modal. Agar perusahaan dapat melakukan usahanya
secara sehat dana itu harus dapat dikembalikan dalam jangka panjang. Tetapi dalam
masa inflasi pinjaman jangka panjang sangat riskan bagi fihak yang meminjamkan,
karena itu jikalau dana sukar diperoleh maka perekonomian dapat berhenti (atau
stagnasi). Jadi inflasi pada dasarnya tidak menguntungkan bagi banyak pihak, karena
itu inflasi perlu ditanggulangi. Semakin tinggi laju inflasi semakin parah pengaruhnya
pada ekonomi. Laju inflasi yang tinggi dan terus meningkat dengan cepat di sebut
“galloping inflation, biasanya hanya terjadi dalam waktu yang relatif singkat karena
akibatnya yang sangat berbahaya sehingga harus segera ditanggulangi. Sebaiknya
didapati juga inflasi yang merambat secara perlahan-lahan dengan laju yang relatif
rendah tetapi biasanya terjadi dalam waktu yang lama. Inflasi seperti itu disebut
“creeping inflation”. Apapun juga namanya, inflasi dewasa ini telah menjadi penyakit
yang terdapat hampir di semua negara di dunia. Bahkan di banyak negara kondisi
inflasi cukup parah dan seringkali disertai pula oleh terjadinya stagnasi di sektor
produksi. Kondisi s